
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  41  TAHUN 2011 

TENTANG 
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN  KEPELOPORAN PEMUDA, 

SERTA  PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), 
Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pengembangan Kewirausahaan dan  Kepeloporan 
Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana 
Kepemudaan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5067); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN 
KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, 
SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA 
KEPEMUDAAN. 

 
  

BAB   I . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang 
memasuki periode penting pertumbuhan dan 
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 
30 (tiga puluh) tahun. 

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan 
dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, 
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 

3. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, 
pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, 
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 

4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah 
kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan 
kemandirian berusaha. 

5. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan 
mengembangkan potensi dalam merintis jalan, 
melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan 
memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. 

6. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun 
potensi pemuda dengan prinsip saling 
membutuhkan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan. 

7. Organisasi kepemudaan adalah wadah 
pengembangan potensi pemuda. 

8. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang 
termasuk lingkungan yang digunakan untuk 
pelayanan kepemudaan.  

9.   Sarana . . . 
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9. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan 
perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan 
kepemudaan. 

10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang 
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 
kepemudaan. 

11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kepemudaan. 

 
BAB II 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 
Pasal  2 

(1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota.  

(2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 
memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan 
kepeloporan pemuda. 

(3)   Tanggung . . . 
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(3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana 
kepemudaan. 

 
Pasal  3 

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas 
provinsi, tingkat nasional, dan internasional. 

(2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas 
kabupaten/kota dan tingkat provinsi. 

(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi 
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda lintas kecamatan dan tingkat 
kabupaten/kota. 

 
Pasal 4 

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat 
dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah 
dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah menyediakan prasarana dan sarana 
kepemudaan tingkat nasional. 

(2) Pemerintah daerah provinsi menyediakan prasarana 
dan sarana kepemudaan tingkat provinsi. 

(3)   Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan 
prasarana dan sarana kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota. 

 
Pasal  6 

(1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Menteri. 

(2) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah 
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3          
ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh 
gubernur. 

(3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 
oleh bupati/walikota. 

 
Pasal 7 

(1) Menteri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya berwenang: 
a. menetapkan rencana strategis nasional mengenai 

pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria serta melaksanakan kebijakan 
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan secara nasional; 

c. menetapkan syarat dalam pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan; 
dan 

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan 
pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana 
kepemudaan.  

(2)   Ketentuan . . . 
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